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KATA
PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa , karena rahmat dan
karunia-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 dapat terselesaikan. Perubahan

Rencana Kerja ini merupakan dokumen dalam jangka waktu berjalan tahun 2023.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja untuk dokumen perencanaan satu

tahun.

Kerangka sistematika Perubahan Rencana Kerja ini disusun mencakup pendahuluan,
evaluasi renja perangkat daerah triwulan Il tahun 2023, rencana kerja dan pendanaan
perangkat daerah serta penutup.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana
Kerja ini kami sampaikan terima kasih yang setulus tulusnya. Semoga Rancangan Akhir

Perubahan Rencana Kerja ini nantinya dapat dijalankan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Wates, 1 September2023

PIt. Kepala Dinas Sosial PPPA

Drs. NURWAHYUDI, M.M.

NIP. 1969070519989031005
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal
176 Undang- undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengamanatkan
bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban
menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem
perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Perangkat
Daerah dalam proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan wajib mengacu
pada ketentuan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
serta Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ( Renja PD ) adalah dokumen
perubahan perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode satu tahun berjalan.
Rencana Kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi
suatu perangkat daerah . Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta ber[edoman
pu;a pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 335/C/2023 tentang Perubahan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023..

Proses penyusunan perubahan renja perangkat daerah tersebut, disusun
dengan tahapan sebagai berikut :
1. Persiapan penyusunan

2. Penyusunan rancangan awal



Penyusunan rancangan
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah

Perumusan rancangan akhir

o v o~ W

Penetapan

Perubahan Renja Perangkat daerah dilakukan apabila berdasarkan evluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaaan. Serta berpedoman pada Perubahan RKPD Perubahan tahun

berjalan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial
PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan
UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon
Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang
Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya

UndangUndang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah
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10.

11.

12.

13.

14.

6
Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4664);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 4 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Nomor 7);
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
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1.3.

15.

16.

17.

7
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 7 Tahun 2019;

Peraturan Daerah Kabupate Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan DaerahPeraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2023 tentang
Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

Peraturan Bu[ati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022;

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 335/C/2023 tentang Perubahan Rencana

Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud : Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan anak Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan maksud
untuk menjadi pedoman terhadap perubahan indikator, target dan
sasaran program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2023.

2. Tujuan

a) Sebagai dasar hukum bagi perangkat daerah terhadap adanya
perubahan indikator, target serta sasaran program dan kegiatan
tahun 2023

b) Menjadi acuan dalam penyusunan laporan kinerja perangkat daerah

c) Menyediakan informasi dalam pelaksanaan kegiatan hingga pada

pelaporannya.



1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 disusun dengan sistematika
sebagai berikut :
BAB | PENDAHULUAN
1.1.  Latar Belakang
1.2.  Landasan Hukum
1.3.  Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN Il TAHUN 2023
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan
Triwulan 1l Tahun 2023
2.3. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Sampai Dengan

Triwulan Il Tahun 2023

2.4. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Sampai Dengan Triwulan Il Tahun 2023

2.5. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

BAB Il RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
3.2. Perubahan Indikator Kinerja Program
3.3. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Perubahan

RenjaPerangkat Daerah

BABIV ~ PENUTUP



2.1.

BAB Il
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI
DENGAN TRIWULAN Il TAHUN 2023

Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan Il Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25.Tahun 2023 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok dan fungsi
melaksanakan ketugasan bidang Sosial dan pemberdayaan perempuan dan anak.
Dalam rangka ketugasan tersebut, pada tahun 2023 melaksanakan 10 program, 18

kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN

b  Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

¢ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/semesteran

Administrasi Umum Perangkat Daerah

a Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a Penyelenggaraan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a Pengelolaan sarana dan Prasarana {endukung Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



a

10

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

7)  Pengumpulan sumbangan Dalam Daerah Kab/Kota

]

Koordinasi dan sinkronisasi pemberian zin Undian gratis Berhadiah dan

Pengumpulan uang atau barang

8) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

]

Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kelembagaan
Kab/Kota

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kerja Kesejahteraan social
Kecamatan Kewenangan kab/Kot

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan social Kelembagaan

Masyarakat Kewenangan Kab/Kota

3 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

9) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut

Usia terlantar, Serta Gelandangan —engemis di luar Panti Sosial

A

B
C
D

F

G

Penyediaan Permakanan

Penyediaan alat bantu

Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial;

Pemberian Bimbingan, Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis dan
Masyarakat

Pemberian layanan akses pendidikan dan Kesehatan Dasar

Pemberian layanan kedaruratam

Pemberian layanan Rujukan

10) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial

A

Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi

Sosial Kabupaten/Kota

4 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

11) Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/kota

A

Pendataan fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota

10
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B Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENANGANAN BENCANA
12) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/kota
A Penyediaan Makanan
13) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsoagaan bencana
Kab/Kota
A Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan Kampung siaga bencana
B Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan Taruna siaga bencana
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
14) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota
A Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
15) Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
A Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan Kewenganan Kabupaten/Kota
b Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan Kab/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
16 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
A Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
17 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam
kelembagaan Data di tingkat Daerah Kabupaten/Kota
a Penyediaan Data Gender dan anak di Kewenangan kab/Kota
b Penyajian dan Pemanfaatan data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data
di tingkat Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK(PHA)

18 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
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Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
a Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas

Hidup Anak tingkat daerah kabupaten/Kota

Evaluasi kinerja dan keuangan Renja Dinsos PPPA Tahun 2023 berisi

perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dalam dokumen Renja Tahun 2023

yang sudah ditetapkan dalam APBD Tahun 2023. Jumlah/besaran target kinerja (K)

untuk setiap program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja

Tahun 2023, sedangkan jumlah Anggaran (Rupiah) untuk setiap program sesuai

dengan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023.

Capaian kinerja program  Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak sampai dengan triwulan 2 tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1.

o U A WN

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, tercapai 61,90 %

dari target 100 %

. Program rehabilitasi sosial tercapai 75,75 % dari target 100%
. Program penanganan bencana tercapai - % dari target 100 %
. Program pemberdayaan sosial tercapai 39,49 % dari 51,49 %
. Program pemeliharaan makam taman pahlawan tercapai 100 % dari target 100%

. Program pemberdayaan perempuan dan pengarustamaan gender tercapai 37,88 %

dari target 58,26 %.

. Program perlindungan perempuan tercapai 97,99 % dari target 99,99 %.
. Program Pemenuhan Hak anak tercapai 5,75 % dari target 15,52 %.

. Program Pengelolaan sistem data gender dan anak tercapai 37,88 % dari target

58,26%.

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian Renja

untuk Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Triwulan I

Tahun 2023 tersaji dalam tabel 2.1 sebagai berikut : (Sebagaimana terlampir)

12
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2.2 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulanll
Tahun 2023

Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial PPPA berupa pengkajian terhadap
capaian kinerja pelayanan Dinsos PPPA dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan
dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi
permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka

peningkatan pelayanan Dinsos PPPA sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinsos PPPA digunakan beberapa
indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator
Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan
sasaran target sesuai dengan Renstra OPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis
standar kebutuhan pelayanan. Hasil analisis kinerja pelayanan Dinsos PPPA

sebagaimana Tabel 2.2 berikut:

16
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2.3 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai
dengan Triwulan Il Tahun 2023

2.4

Berdasarkan hasil dan capaian program kegiatan tahun 2023 sampai dengan triwulan

(dua) 2 Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak tidak tercapai sesuai

target, adapun faktor - faktor ketidaktercapaian disebabkan karena adanya kendala teknis

terhadap pelaksanaan kegiatan.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 sebesar 16-

39, hal ini membuktikan bahwa upaya pelaksanaan program penurunan angka kemisikan

terbukti menjadi daya ungkit terhadap penurunan kemiskinan.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Isu-

isu strategis yang menjadi tantangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak adalah :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khusunya fakir miskin,
penyandang disabilitas dan Orang Tua terlantar masih cukup tinggi ;

keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial,termasuk Panti
Pelayanan Sosial yang memadai ;

Minimnya kapasitas kesiapsiagaan terhadap bencana alam/sosial sementara
frekuensi/variasi bencana sangat kompleks;

Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia,termasuk pekerja sosial masyarakat dan
potensi kesejahteraan masyarakat lainnya;

masih rendahnya Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban
kekerasan terhadap perempuan dan anak;

dampak kecanggihan teknologi dan informasi huga mempengaruhi jumlah kekerasan

terhadap anak serta kekerasan dalam rumah tangga

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial PPPA

Kemiskinan merupakan permasalahan utama dan merupakan prioritas dalam

penentuan kebijakan pemerintah daerah. Masalah kemiskinan di wilayah Kabupaten Kulon
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Progo lebih banyak dijumpai di Bagian Utara yang merupakan daerah Perbukitan Menoreh.

Gejala kemiskinan tersebut disebabkan antara lain oleh daya dukung alam yang relatif kurang,

prasarana sosial ekonomi yang belum merata dan kelembagaan yang belum menjangkau

masyarakat setempat serta mutu sumberdaya manusia yang relatif masih rendah. Kebijakan
penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini ditujukan untuk :

a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan
berusaha masyarakat miskin;

b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik
yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;

c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan
masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-
hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan

d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan

Penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah dalam bentuk :

e. penyuluhan, bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial bagi PMKS dan PSKS;

f.  pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;

g. penyediaan akses pelayanan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial bagi PMKS;

h. pemberdayaan masyarakat melalui program BPNT dengan melibatkan E Warung;

i. pengembangan KUBE;

j- Pembinaan desa Prima

k. Penilaian P2WKSS
Permasalahan kemiskinan tersebut sangat berkaitan dengan permasalahan dalam Urusan

sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

Tantangan yang sekaligus menjadi peluang untuk dapat dikembangkan dalam bidang sosial,

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah :

Permasalahan lain yang menjadi tantangan dalam urusan sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

Urusan Sosial :

Berbagai tantangan yang mampu dioptimalkan sebagai upaya mengatasi berbagai
masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Kulon Progo, seperti :

a. Jejaring kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial, seperti dengan

LSM/NGO, CSR Perusahaan, serta perorangan atau lembaga-lembaga lain yang peduli

terhadap penanganan PMKS;
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b. Adanya kader penanggulangan kemiskinan yang salah satu tugasnya sebagai
pendamping sosial bagi PMKS dalam mengakses berbagai informasi dan sumber
pelayanan yang ada.

c. Semangat kesetiakawanan sosial yang tinggi walaupun tetap harus terus
dikembangkan kepada seluruh elemen, sehingga nilai-nilai kearifan lokal seperti
gotong-royong mampu menjadi modal sosial yang kuat dalam upaya penanganan
berbagai masalah sosial.

d. Sarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, seperti Panti Sosial. Secara kelembagaan
sudah ada, walaupun sarana prasarana pendukung masih harus ditingkatkan.

e. Kebijakan yang mengarah pada pola jaminan sosial bukan bantuan sosial bagi PMKS
yangtidak potensial, seperti Lanjut usia miskin, dan penderita cacat berat. Selain itu
program- program penguatan kapasitas PMKS juga perlu terus dilakukan untuk
mendorong kemandirian.

f.  Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejaht eraan Sosial (PSKS) yang terus
dilakukan sebagai upaya memperkuat fungsi kelembagan tersebut dalam upaya
pembangunankesejahteraan sosial.

Urusan pemberdayaan Perempuan :

Tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan
daerah urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, seperti :

a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya
pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan
masih kurang.

b. Kelembagakan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembngunan.

c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadi hambatan dalam
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

d. Pengungkapan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhambat
faktor psikologis keluarga,takut melapor sehingga sulit untuk mengungkap

kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
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Penggunaan media sosial dan aplikasi on line oleh anak semakin meningkat seiring
dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam
upaya perlindungan anak dari pornografi, porno aksi ,pelecehan seksual, bullying,
klitih dan penipuan.

Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan,
penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
Kesadaran dan peran serta keluarga, masyarakat dalam penanganan korban

kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah.
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3.1. Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

24

Tujuan dan sasaran Perubahan pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

perlindungan
perempuan dan
anak

NO Kinerja IKU OPD Satuan @ Realisasi | Target Target OPD
Perangkat 2022 RKPD | Perubahan | Penanggung
Daerah 2023 | RKPD 2023 Jawab
1 Meningkatnya Indek % 78,42 74,20 74,20 Dinas Sosial
pemenuhan perlindungan Pemberdayaan
perlindungan dan jaminan Perempuan
sosial dan sosial dan
jaminan sosial masyarakat Perlindungan
masyarakat Anak
2 Meningkatnya Cakupan % 71,28 75,42 75,42 Dinas Sosial
kualitas hidup pemberdayaan Pemberdayaan
perempuan dan | perempuan, Perempuan
anak pengarustamaan dan
gender dan Perlindungan

Anak
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3.2. Perubahan Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah

NO

Indikator Kinerja Program Perubahan pada Renja OPD Tahun 2023

berikut :

Tabel 3.2

adalah sebagai

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program

Program
pemberdayaan
sosial

Program
rehabilitasi
sosial

Program
penanganan
bencana

Program
pemeliharaan
makam taman
pahlawan

Program
pemberdayaan
perempuan dan
pengarustamaan
gender

Program
perlindungan
perempuan

Indikator
kinerja program

Persentase
peningkatan
pemberdayaan
sosial

Persentase
pelayanan dasar
urusan wajib
bidang sosial

Persentase
pelayanan dasar
urusan wajib
bidang sosial

Persentase
cakupan
pemeliharaan
taman makam
pahlawan

Persentase
peningkatan
pemberdayaan
perempuan dan
pengarustamaan
gender
Persentase
perlindungan
perempuan

Tahun 2023
Satuan | Realisasi | Target Target
2022 RKPD | Perubahan
2023 | RKPD 2023
% 48,26 51,95 51,95
% 100 100 100
% 100 100 100
% 100 100 100
% 56,27 58,26 58,26
% 99,99 99,99 99,99
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OPD
Penanggung
Jawab

Dinas Sosial
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak

Dinas Sosial
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak

Dinas Sosial
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak

Dinas Sosial
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak

Dinas Sosial
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak

Dinas Sosial
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak



Program

Pemenuhan Hak

anak

Program
Pengelolaan
Sistem Data
Gender dan
Anak

Program
Perlindungan
Sosial

Persentase
pemenuhan hak
anak

Persentase

Pengelolaan
Sistem Data
Gender dan
Anak

Persentase
perlindungan
sosial

26

% n.a 15,52
% 89,74 58,26
% 41,82 32,84

26

15,52

58,26

32,84

Dinas Sosial
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak

Dinas Sosial
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak

Dinas Sosial
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak
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3.3. Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah

Tema pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 adalah ”“Mempercepat
Pembangunan Insfrastruktur , Ekonomi Dan Peningkatan Kualitas SDM Untuk
Meningkatkan Kesempatan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah

Berdasarkan Tema pembangunan daerah tersebut di atas, Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo menjabarkan dalam program dan
kegiatan Perubahan Tahun 2023.

Secara rinci Program dan kegiatan Perubahan 2023 sebagaimana Tabel 3.3, dan table
3.4 Bantuan Sosial 2023 sebagai berikut :

Sebagaimana terlampir.
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BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Tahun 2023 disusun berdasarkan RPD 2023-2026, serta mengacu pada RPD
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 dan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dan dalamrangka meningkatkan dan menciptakan kinerja
Pemerintah Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mencapai program dan
sasaran pembangunan.

penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 dilakukan secara partisipatif
berdasarkan usulan masyarakat, kecamatan dan pemangku kepentingan pembangunan
lainnya yang telah menghasilkan prioritas kegiatan dan sasaran merupakan acuan/pedoman
dalam pelaksanaan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUPA) serta Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2023.

Agar realisasi Program dan Kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan
semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap

pemangku kepentingan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Wates, 1 September 2023
PIt. Kepala Dinas Sosial PPPA

Drs. NURWAHYUDI, M.M.

NIP. 1969070519989031005
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EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN KULON PROGO

SAMPAI DENGAN TRIWULAN Il TAHUN 2023

REALISASI REALTSASTCAPATAN KINERJAPADA TRIWULAN AT AT
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA CARAIAN TARGET KINERIA DAN REALISASI KINERJA DAN | REALISASI KINERJA DAN | KINERJA & REALISASI PERANGKAT
TARGET RPD PADA TAHUN KINERJIA ANGGARAN RKPD TAHUN DAERAH
NO. SASARAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM (OUTCOME ) / 2026 (AKHIR PERIODE RPD) RPIMD S.D BERJALAN YANG | I m W RKPD S.D RPJMD S.D. RPJMD S.D. PENANGGUNG
PROGRAM / KEGIATAN KEGIATAN (OUTPUT) RKPD. DIEVALUASI (TAHUN 2023) TRIWULAN II TAHUN 2023 [ TRIWULAN II TAHUN 2023 | TRIWULAN Il TAHUN 2023 JAWAB.
TAHUN N-1 ()
5 5 7 5 L) 17 13=6+12 14=1375x100%
8 2 ¥ g K Rp juia K [Rpjua LS| Rpjuta K Rp juia K Rpjuta K Rp Rp K Rp B
Urusan Pemerintahan Bidang B - B B
Sosial
Meningkatnya Program Penunjang Urusan Persentase Peningkatan 100,00 13.472,04 100,00 3.033,29 34,52 624,19 61,90 944,08 61,90 1.568,27 61,90 1.568,27 61,90 11,64 PinsosPPPA
pendapatan masyarakat |Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Kabupaten/Kota Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
J: jang i
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan 12 1.473,28] 12 343,22 3 66,06 3 121,50 6,00 187,56 6,00 187,56 DinsosPPPA
Perlengkapan Kantor Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
Administrasi Keuangan Perangkat | Tersedianya Gaji dan
Daerah tunjangan ASN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima 9.877,17 12 2.361,22 3 501,20 699,40 3,00 1.200,59 3,00 1.200,59 DinsosPPPA
ASN Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil 14 209,62] 14 49,23 3 12,21 4 12,78 7,00 24,99 7,00 24,99 DinsosPPPA
Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi
Tugas
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan 14 49,67 14 9,80 3 1,93 4 225 7,00 4,18 7,00 4,18 DinsosPPPA
Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Bulanan/Triwulanan/Semesteran | Semesteran SKPD dan Laporan
SKPD Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Umum Perangkat Jumlah dokumen administrasi
Daerah umum
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 28 288,90 12 30,80 3 4,14 3 11,80 6,00 15,93 6,00 15,93 DinsosPPPA
Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Perencanaan, Penganggaran, dan | Jumlah dokumen perencanaan
Evaluasi Kinerja Perangkat dan evaluasi kinerja
Daerah disampaiakan tepat waktu
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 8 60,38 2 9,71 1 1,63 - 223 1,00 387 1,00 3,87 DinsosPPPA
Perencanaan Perangkat Daerah | Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [Laporan Tahunan, Monitoring 84 74,19] 11 8,69 5 3,09 2 157 7,00 4,66 7,00 4,66 DinsosPPPA
Evaluasi Kinerja Dinas,
LKPJ,LPPD LKjIP, Laporan SPM
Triwulanan
Pemeliharaan Barang Milik Jumiah laporan pemeliharaan
Daerah Penunjang Urusan barang milik daerah
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana | Jumlah Gedung Kantor dan 29 768,03 29 173,62 7 33,93 7 47,31 14,00 81,24 14,00 81,24 DinsosPPPA
dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Di
Pengadaan Barang Millk Daerah | Jumlah penambahan aset
Penugg‘ang Urusan Pemerintah
Daer
Pengadaan Sarana dan Prasarana |Jumlah Unit Sarana dan 28 670,80 7 47,01 - - 7 45,25 7,00 45,25 7,00 45,25 PinsosPPPA
Gedung Kantor atau Bangunan Prasarana Pendukung Gedung
Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya
g,
isediakan
Program Rehabilitasi Sosial Presentase Pelayanan Dasar 100,00 58.366,50 100,00 1.127,39| 100,00 27,75 75,75 442,70 75,75 470,45 75,75 470,45 75,75 0,81 PinsosPPPA
urusan wajib bidang sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Persentase Pelayanan Dasar
Penyandang Disabilitas Terlantar, |Urusan Wajib Bidang Sosia
Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial
Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang 462 2.109,82 462 467,34 - - - - - - - - DinsosPPPA
Mendapatkan Pemenuhan
Kebutuhan Permakanan Sesuai
dengan Standar
Gizi Minimal Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pemberian Bimbingan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan 250 212,17] 250 26,80 45 0,69 75 543 120,00 6,11 120,00 6,11 DinsosPPPA
kepada Keluarga Penyandang Sosial kepada Keluarga
Disabilitas Terlantar, Anak Penyandang Disabilitas Terlantar,
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,  |Anak
serta Gelandangan Pengemis dan | Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
Masyarakat serta Gelandangan Pengemis
dan Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pemberian Bimbingan Fisik, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, 250 311,66 250 468,61 45 9,57 75 420,34 120,00 429,91 120,00 429,91 DinsosPPPA
Mental, Spiritual, dan Sosia Mental, Spiritual dan Sosial
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pemberian Akses ke Layanan Jumlah Orang yang 24 112,21 24 12,34 - - 24 - 24,00 - 24,00 - DinsosPPPA
lidikan dan Da: Akses ke Layanan
Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Kewenangan Kabupaten/Kota




Fasilitasi Bantuan Sosial Jumlah Keluarga Penerima 4.400 54.139,50)
Kesejahteraan Keluarga Manfaat (KPM) yang
Mendapatkan Bantuan Sosial
Kesejahteraan Keluarga
Kewenangan Kabupatén/Kota
Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang 24 98,72
Mendapatkan Pelayanan
Kedaruratan Kewenangan
Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang 30 200,53
Mendapatkan Alat Bantu dan Alat|
Bantu Peraga Sesuai kebutuhan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan 120 438,30
Layanan Rukukan Kewenangan
Kabupaten/Kota
i Sosial yanan Dasar
Masalah Kesejahteraan Sosial  |Urusan Wajib Bidang Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial
Kerjasama antar Lembaga dan | Jumlah Dokumen Hasil 5 93,01]
Kemitraan dalam Pelaksanaan Koordinasi dan Kerja Sama antar
Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Lembaga dan Kemitraan dalam
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
Kabupaten/Kota
Program i dan 27,78 5.103,83
Jaminan Sosial Sosial
Pengelolaan Data Fakir Miskin Sosial
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Pendataan Fakir Miskin Cakupan | Jumlah Fakir Miskin Cakupan 18.400 2.842,00
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota yang
Didata (RT)
Pengelolaan Data Fakir Miskin Jumlah Keluarga yang 20.000 2.261,83
Cakupan Daerah Fakir
Miskin Kabupaten/Kota
(Keluarga)
Fasiltasi Bantuan Sosial Jumiah Keluarga Penerima - -
Kesejahteraan Keluarga Manfaat (KPM) yang
Mendapatkan Bantuan Sosial
Kesejahteraan (KPM)
Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
Program Penanganan Bencana | Presentase Pelayanan Dasar 100,00 184,93
urusan wajib bidang sosial
Perlindungan Sosial Korban Persentase Pelayanan Dasar
Bencana Alam dan Sosial Urusan Waijib Bidang Sosial
Kabupaten/Kota
Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang 760 127,45
Mendapatkan Permakanan 3x1
Hari dalam Masa Tanggap
Darurat (KK)
(Panaungsiag) Kewenangan
abupaten/Kota
y Dasar
Masyarakat Terhadap Urusan Wajib Bidang Sosia
Kesiapsiagaan Bencana
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sosialisasi dan Jumlah Kampung yang 12 57,48]
Pelaksanaan Kampung Siaga Melaksanakan Koordinasi,
Bencana Sosialisasi dan Pelaksanaan
Kampung Siaga
Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sosialisasi dan Jumlah Orang yang Melaksanakal 100 296,39
Pelaksanaan Taruna Siaga
Bencana
Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak
Meningkatnya Program Pengelolaan Sistem Cakupan Pengelolaan Sistem 58,26 49,74
pendapatan masyarakat |Data Gender Dan Anak Data Gender Dan Anak
Analisis dan Penyajian Data Pemberdayaan Perempuan dan
Gender dan Anak Dalam Pengarustamaan Gender
Kelembagaan Data di Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Data Gender dan Jumlah Dokumen Data Gender 1 5,27
Anak di Kewenangan dan Anak Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota Tersedia
Penyajian dan Pemanfaatan Data [Jumlah Dokumen Penyajian dan 6 44,47
Gender dan Anak dalam Pemanfaatan Data Gender dan
Kelembagaan Data di Anak dalam Kelembagaan
Data di
Kabupaten/Kota
Program Pemberdayaan Persentase peningkatan 73,14 167,37

Perempuan dan
Pengarusutamaan Gender

pemberdayaan perempuan dan
pengarusutama
an

al dan
Lembaga Penyedia Layanan

Pemberdayaan Perempuan dan

P
Kewenangan Kabupaten/Kota

Gender

24 15,86 6 3,22 6 2,99
30 25,70 - - - -
120 94,40 30 14,28 30 13,94
5 16,34 1 - 3 -
32,80 13.339,11 33,28 | 317141 33,80 3.352,53
18.400 202,85 - 26,75 - 16,15
40.000 159,81 - 12,15 - 40,32
12 12.976,44 3| 3.132,50 3| 3.296,06
100,00 136,40 | 100,00 38,24 | 100,00 27,66
160 30,04 40 12,88 45 0,04
12 13,74 - - 12 8,02
140 92,62 - 25,36 140 19,60
58,26 49,74 0,00 376 0 20,19
1 527 - - - 0,85
6 44,47 - 376 3 19,34
58,26 162,14 9,66 347 37,88 107,42

12,00 6,21 12,00 6,21 DinsosPPPA
- - - - DinsosPPPA

60,00 28,22 60,00 28,22 DinsosPPPA
4,00 - 4,00 - DinsosPPPA
33,80 6.523,94 33,80 6.523,94 121,67 127,82|DinsosPPPA
- 42,90 - 42,90 DinsosPPPA

- 52,48 - 52,48 DinsosPPPA

6,00 6.428,56 6,00 6.428,56 DinsosPPPA
100,00 65,90 100,00 65,90 100,00 35,64[DinsosPPPA
85,00 12,93 85,00 12,93 DinsosPPPA
12,00 8,02 12,00 8,02 DinsosPPPA
140,00 44,95 140,00 44,95 DinsosPPPA
.- 23,94 - 23,94 0,00 48,13[DinsosPPPA

.- 0,85 - 0,85 DinsosPPPA

3,00 23,09 3,00 23,09 DinsosPPPA
37,88 110,88 37,88 110,88 51,79] 66,25|DinsosPPPA




Peningkatan Kapasitas Sumber Jumlah sumber Daya Lembaga 90 51,58 90 21,65 - - - 0,00 - - - - DinsosPPPA
Daya Lembaga Penyedia Layanan |Penyedia Layanan
P P
Kabupaten/Kota yang Mendapat
Peningkatan Kapasitas
Pengembangan Komunikasi, Jumlah Dokumen Komunikasi 4 115,78, 4 140,49 - 347 2 107,42 2,00 110,88 2,00 110,88 DinsosPPPA
Informasi dan Edukasi (KIE) Informasi dan Edukasi (KIE)
P p!
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangaé] Kabupaten/Kota
yang Tersedia
Program Pemenuhan Hak Anak | presentase Pemenuhan Hak 56,90 830,07 15,52 176,48 5,75 31,23 575 9,38 5,75 40,61 5,75 40,61 10,11 4,89[DinsosPPPA
(PHA) Anak (PHA)
Pelembagaan PHA pada Persentase Pemenuhan Hak
Lembaga Pemerintah, Anak
Nonpemerintah, dan Dunia Usaha
Kewenangan Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil 9 830,07 9 176,48 2 31,23 2 9,38 4,00 40,61 4,00 40,61 DinsosPPPA
inasi dan Si
Anak K Hak
Kabupaten/Kota Anak Kewenangan
Program Perlindungan presentase perlindungan 99,99 551,44 99,99 474,85| 100,00 48,07 97,99 63,78 97,99 111,85 97,99 111,85 98,00 20,28|DinsosPPPA
Perempuan perempuan
Terhadap
Perempuan Lingkup Daerah Perempuan
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil 3 551,45 3 124,33 1 10,41 1 4,99 2,00 15,40 2,00 15,40 DinsosPPPA
Pelaksanaan Kebijakan, Program, |Koordinasi dan Sinkronisasi
dan Kegiatan Pencegahan Pelaksanaan Kebijakan,
Kekerasan Terhadap Perempuan | Program dan Kegiatan
Lingkup Daerah K;
Terhadap Perempuan
Kewenahoan Kapaten/Kota
Penyediaan Layanan Rujukan |-
Lanjutan bagi Perempuan Korban
Kekerasan yang Memerlukan
Koordinasi Kewenangan
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Layanan Tindak Lanjut 8 367,61 2 350,52 2 37,66 - 58,79 2,00 96,45 2,00 96,45 DinsosPPPA
y Layanan g yang
Rujukan Lanjutan bagi Perempuan |Koordinasi dan Sinkronisasi bagi
Korban puan Korban
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
Program Pemberdayaan Sosial | Persentase Peningkatan 69,44 340,36 51,95 74,74 26,24 10,30 39,49 45,16 39,49 55,46 39,49 55,46 56,87 16,29|DinsosPPPA
Pemberdayaan Sosial
Pengembangan Potensi Sumber | Persentase Peningkatan
Kesejahteraan Sosial Daerah Pemberdayaan Sosial
Kabupaten/Kota
Potensi 45 43,00 45 8,04 10 0,89 20 437 30,00 5,26 30,00 5,26 DinsosPPPA
Pekerja Sosial Masyarakat Potensi Pekerja Sosial
Potensi Kapasitas Tenaga 12 57,86] 12 12,40 4 0,89 4 743 8,00 832 8,00 8,32 DinsosPPPA
Tenaga ji Sosial Sosial
Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Potensi Kapasitas PSKS K 8 203,69 8 47,66 2 6,76 2 28,62 4,00 35,38 4,00 35,38 DinsosPPPA
Sumber Kesejahteraan Sosial
Kelembagaan Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota
dalam
Daerah K Sosial
i dan dan 1 35,80 1 6,64 - 175 1 4,75 1,00 6,50 1,00 6,50 DinsosPPPA
Penerbitan Izin Undian Gratis Sinkronisasi Penerbitan Izin
Berhadiah dan Pengumpulan Uang [Undian Gratis Berhadiah dan
atau Barang Pengumpulan Uang atau Barang
Program Pengelolaan Taman Persentase Cakupan 100,00 85,26 100,00 41,34 - - - - - - - - 0,00 0,00|DinsosPPPA
Makam Pahlawan Pemeliharaan Taman Makam
Pahlawan
Pemeliharaan Taman Makam Persentase Cakupan
Pahlawan Nasional Pemeliharaan Taman Makam
Kabupaten/Kota Pahlawan
Pemeliharaan Taman Makam Terlaksananya Pemeliharaan 1 85,27 1 41,34 - - - - - - - DinsosPPPA
Pahlawan Nasional Taman Makam Pahlawan
Kabupaten/Kota Nasional Kabupaten
Urusan Pemerintahan Bidang
TenagaKerja
Rara-Tata capaian Kinerja (%] 97,58 8.
Predikat Kinena ST T




Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s.d TW Il
Kabupaten Kulon Progo

No |Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total
-1 -2 -3 -4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM 43.76 %
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas
1. |Telantar di Luar Panti 20.59 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum
LAYANAN DASAR (80%) Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani Terlayani 4.80 %
¢ Jumlah yang Harus Dilayani : 100 6 94 6%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 15.79 %
Jumlah yang Jumlah yang |Jumlah yang
harus dilayani terlayani belum terlayani
-1 -2 -3]78.93 %
1. Layanan data dan pengaduan 6) 6 0/100.00 %
2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan
reaksi cepat 2 2 0[100.00 %
3. Penyediaan permakanan 0 0 0]100.00 %
4 . Penyediaan sandang 0 0 0/100.00 %
5. Penyediaan alat bantu 0 0 0[100.00 %
6 . Penyediaan perbekalan kesehatan
(Penyediaan P3K) 20 0 20|0.05 %
7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual
dan sosial 100 6 94|6.00 %
8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga
penyandang disabilitas terlantar 4 4 0[100.00 %
9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk
Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas
Anak / Bukti dokumen kependudukan 0 0 0/100.00 %
10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan
dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan
kesehatan 2 2 0/100.00 %
11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga 2 2 0/100.00 %
12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 2 2 0[100.00 %
13 . Layanan rujukan 20 4 16|20.00 %
JUMLAH 158 28 130]1,026.05 %
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar
2. |Panti 37.47 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum
LAYANAN DASAR (80%) Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani Terlayani 20.80 %
¢ Jumlah yang Harus Dilayani : 50 13 37 26%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 16.67 %
Jumlah yang | Jumlahyang| Jumlah yang
harus dilayani terlayani belum terlayani
-1 -2 -3 83.34%
1. Layanan data dan pengaduan 13 13 0/100.00 %
2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan
reaksi cepat 0 0 0/100.00 %
3. Penyediaan permakanan 50 0 50|0.02 %
4 . Penyediaan sandang 0 0 0/100.00 %
5. Penyediaan perbekalan kesehatan
(Penyediaan P3K) 13 13 0[100.00 %
6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual
dan sosial 0 0 0| 0%)




7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga

anak terlantar 13 13 0/100.00 %
8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk
Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas
Anak / Bukti dokumen kependudukan 0 0 0/100.00 %
9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan
dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan
kesehatan 0 0 0[100.00 %
10 .. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga 0 0 0]/100.00 %
11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 0 0 0[100.00 %
12 . Layanan rujukan 2 2 0[100.00 %
JUMLAH 91 41 50|1,000.02 %
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di
Luar Panti 20.09 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum
LAYANAN DASAR (80%) Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani Terlayani 1.60 %
¢ Jumlah yang Harus Dilayani : 100 2 98 2%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 18.49 %
Jumlah yang |Jumlahyang| Jumlahyang
harus dilayani terlayani | belum terlayani
-1 -2 -3 92.46 %
1. Layanan data dan pengaduan 2 2 0/100.00 %
2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan
reaksi cepat 2 2 0[100.00 %
3. Penyediaan permakanan 0 0 0]100.00 %
4 . Penyediaan sandang 0 0 0/100.00 %
5. Penyediaan alat bantu 0 0 0[100.00 %
6 . Penyediaan perbekalan kesehatan
(Penyediaan P3K) 0 0 0/100.00 %
7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual
dan sosial 100 2 98]2.00 %
8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga
Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar 0 0 0[100.00 %
9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk
Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta
Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen
kependudukan 0 0 0/100.00 %
10 . Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi
layanan kesehatan 0 0 0]100.00 %
11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga 2 2 0[100.00 %
12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 2 2 0]100.00 %
13 . Layanan rujukan 0 0 0[100.00 %
JUMLAH 108] 10 98|1,202.00 %
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya
Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti 100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum
LAYANAN DASAR (80%) Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani Terlayani 80.00 %
¢ Jumlah yang Harus Dilayani : 5 5 0 100%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00 %
Jumlah yang Jumlah yang |Jumlah yang
harus dilayani terlayani belum terlayani
-1 -2 -3]100.00 %
1. Layanan data dan pengaduan 5 5 0[100.00 %




2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan
reaksi cepat 2 2 0[100.00 %
3. Penyediaan permakanan 0 0 0[100.00 %
4 . Penyediaan sandang 0 0 0/100.00 %
5. Penyediaan perbekalan kesehatan
(Penyediaan P3K) 1 1 0[100.00 %
6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual
dan sosial 0 0 0[100.00 %
7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga
gelandangan dan pengemis 0 0 0[100.00 %
8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk
Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas
Anak / Bukti dokumen kependudukan 0 0 0/100.00 %
9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan
dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan
kesehatan 2 2 0]100.00 %
10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga 3 3 0/100.00 %
11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 2 2 0[100.00 %
12 . Layanan rujukan 4 4 0[100.00 %
JUMLAH 19 19 0]1,200.00 %
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat
Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban
Bencana Kabupaten/Kota 40.63 %
ya Ya Terjadi Bencana
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum
LAYANAN DASAR (80%) Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani Terlayani 20.63%
¢ Jumlah yang Harus Dilayani : 190 49 141 26%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00 %
Jumlah yang |Jumlahyang| Jumlahyang
harus dilayani terlayani belum terlayani

-1 -2 -3 100.00 %
1. Penyediaan permakanan 190 190 0[100.00 %
2 . Penyediaan sandang 0 0 0/100.00 %
3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi 0 0 0[100.00 %
4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan 0 0 0/100.00 %
5. Pelayanan dukungan Psikososial 190 190 0/100.00 %
JUMLAH 380 380 0/500.00 %




Program dan Kegiatan Perubahan Renja
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2023

Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2023

Catatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Capaian Program

Keluaran Sub

Hasil Kegiatan

Lokasi Output

Target Capaian Kinerja

Sumber Dana

Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Kode Ke?(iata'-m/ Sub Kegiatan Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)
egiatan Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 17,689,302,389
01 |06 17.752.266.984 18.075.870.640
01|06 (01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.033.291.884 3.215.259.540 3.512.565.488|
01|06 [01 |02 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.401.000) 18.401.000 36.063.500
Persentase Dukungan sebesar Kab. Kulon Progo, Persentase
Peningkatan 1.13% terhadap Semua Peningkatan
Penunjang Urusan Persentase Kecamatan, Penunjang
Penyusunan Dokumen |Pemerintahan Daerah |Jumlah Dokumen Peningkatan Semua Kelurahan PENDAPATAN ASLI Urusan
1|06 012,01 01 |Perencanaan Kabupaten/Kota Perencanaan Penunjang Urusan 100 % 100 % 2 Dokumen 2 Dokumen | 100 % 100 % 9.710.200) 9.710.200 Pemerintahan 100 % 16.791.500
s DAERAH (PAD)
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Ko ta
Persentase Laporan Tahunan, Dukungan sebesar Kab. Kulon Progo, Persentase
Peningkatan Monitoring Evaluasi 1.13% terhadap Semua Peningkatan
Penunjang Urusan Kinerja Dinas, Persentase Kecamatan, Penunjang
Evaluasi Kineria Pemerintahan Daerah | LKPJ,LPPD Peningkatan Semua Kelurahan PENDAPATAN ASLI Urusan
valuasi Kinerj
1|06 012,01 07 4 Kabupaten/Kota LKjIP, Laporan SPM Penunjang Urusan 100 % 100 % 11 Dokumen |11 Dokumen |100 % 100 % 8.690.800) 8.690.800 Pemerintahan 100 % 19.272.000)
Perangkat Daerah ) . DAERAH (PAD)
Triwulanan Pemerintahan Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Ko ta
1106 | 012,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.420.243.233| 2.516.614.586| 2.784.957.984|
Persentase Dukungan sebesar Kab. Kulon Progo, Persentase
Peningkatan 76.90% terhadap Semua Peningkatan
Penunjang Urusan Persentase Kecamatan, Penunjang
P diaan Gaji d Pemerintahan Daerah [Jumlah Orang yang Peningkatan Semua Kelurahan 36 Orang/b 80 b PENDAPATAN ASLI Urusan
1fos [ 01[202 [or |ZEVECtREN BATAAN i paten/kota Menerima Gaji dan | Penunjang Urusan 100% 100% rang rang/ 100% 100% 2361220433 2457591786 Pemerintahan  |100% 2.717.335.484]
Tunjangan ASN . ulan ulan DAERAH (PAD)
Tunjangan ASN Pemerintahan Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Ko ta
Persentase Jumlah Dokumen Hasil | Dukungan sebesar Kab. Kulon Progo, Persentase
Peningkatan Penyediaan 76.90% terhadap Semua Peningkatan
) Penunjang Urusan | Administrasi Persentase Kecamatan, Penunjang
Penyediaan . .
L . Pemerintahan Daerah | Pelaksanaan Tugas Peningkatan Semua Kelurahan Urusan
Administrasi 5 PENDAPATAN ASLI .
1106 011202 02 Kabupaten/Kota ASN Penunjang Urusan 100 % 100 % 14 Dokumen |14 Dokumen |100 % 100 % 49.225.000} 49.225.000| Pemerintahan 100 % 54.147.500
Pelaksanaan Tugas DAERAH (PAD)
ASN Pemerintahan Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Ko ta
Jumlah Laporan Dukungan sebesar Persentase
Keuangan Bulanan/  |76.90% terhadap Peningkatan
Triwulanan/ Persentase Penunjang
Koordinasi dan Persentase Semesteran SKPD dan | Peningkatan Urusan
; Kab. Kulon Progo, i
Penyusunan Laporan | Peningkatan Laporan Koordinasi | Penunjang Urusan PENDAPATAN ASL Pemerintahan
1]06 | 01202 |07 |Keuangan Bulanan/ |Penunjang Urusan  |Penyusunan Laporan |Pemerintahan Daerah Semua 100 % 100 % 14 Laporan 14 Laporan 100 % 100 % 9.797.800) 9.797.800) S Daerah 100 % 13.475.000
B N Kecamatan, DAERAH (PAD)
Triwulanan/ Pemerintahan Daerah |Keuangan Kabupaten/Kota < Kelurah Kabupaten/Ko ta
Semesteran SKPD Kabupaten/Kota Bulanan/Triwulana emua felurahan
n/Semesteran SKPD
106 012,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 30.798.200] 30.798.200 89.106.820]
Persentase Jumlah Laporan Dukungan Sebesar Kab. Kulon Progo, Persentase
Peningkatan Penyelenggaraan 2.66% Terhadap Semua Peningkatan
Penunjang Urusan  [Rapat Koordinasi dan | Persentase Kecamatan, Penunjang
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Konsultasi SKPD Peningkatan Semua Kelurahan PENDAPATAN ASLI Urusan
1106 012,06 09 |Rapat Koordinasi dan  |kaby paten/Kota Penunjang Urusan 100 % 100 % 12 Laporan 12 Laporan 100 % 100 % 30.798.200 30.798.200 DAERAH (PAD) Pemerintahan 100 % 89.106.820)
Konsultasi SKPD Pemerintahan Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Ko ta
1]06 | 012,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 47.005.100] 107.649.000| 50.000.000
Pengadaan Sarana dan | Persentase Jumlah Unit Sarana Dukungan Sebesar Kab. Kulon Progo, Persentase
Prasarana Pendukung | Peningkatan dan Prasarana 1.92% Terhadap Semua Peningkatan
Gedung Kantor atau | Penunjang Urusan Pendukung Persentase Kecamatan, Penunjang
Bangunan Lainnya Pemerintahan Daerah | Gedung Kantor atau Peningkatan Semua Kelurahan PENDAPATAN ASLI Urusan
1|06 012,07 n Kabupaten/Kota Bangunan Lainnya Penunjang Urusan 100 % 100 % 7 Unit 11 Unit 100 % 100 % 47.005.100 107.649.000 DAERAH (PAD) Pemerintahan 100 % 50.000.000
yang Disediakan Pemerintahan Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Ko ta
1]06 01]2,08 diaan Jasa j Urusan Daerah 343.221.416| 359.123.896| 361.449.550|




Persentase Jumlah Laporan Dukungan Sebesar Kab. Kulon Progo, Persentase
Peningkatan Penyediaan Jasa 11.55% Terhadap Semua Peningkatan
Penunjang Urusan Peralatan dan Persentase Kecamatan, Penunjang
i emerintahan Daerah | Perlengkapan Kantor | Peningkatan emua Kelurahan rusan
Penyediaan Jasa P han Daerah | Perlengkapan K: Peningk Semua Kelurah, PENDAPATAN ASLI U
1|06 01 (2,08 03 |Peralatan dan Kabupaten/Kota yang Disediakan Penunjang Urusan 100 % 100 % 12 Laporan 12 Laporan 100 % 100 % 343.221.416| 359.123.896 DAERAH (PAD) Pemerintahan 100 % 361.449.550)
Perlengkapan Kantor Pemerintahan Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Ko ta
1|06 | 01]2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 173.622.935 182.672.858 190.987.634]
Persentase Jumlah Gedung Kantor| Dukungan Sebesar Kab. Kulon Progo, Persentase
Peningkatan dan Bangunan Lainnya|5.81% Terhadap Semua Peningkatan
Penunjang Urusan yang Dipelihara/Direha| Persentase Kecamatan, Penunjang
Pemerintahan Daeral ilitasi Peningkatan Semua Kelurahan Urusan
Pemeliharaan/Reha intah: h |bilitasi ingk lurah: PENDAPATAN ASLI
1|06 012,09 09 |bilitasi Gedung Kantor Kabupaten/Kota Penunjang Urusan 100 % 100 % 29 Unit 29 Unit 100 % 100 % 173.622.935 182.672.858 DAERAH (PAD) Pemerintahan 100 % 190.987.634]
dan Bangunan Lainnya Pemerintahan Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Ko ta
1|06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 74.743.500 110.579.500 94.881.530
1]06 | 022,02 ; dalam Daerah Ki 6.641.600]| 6.641.600] 18.325.560)
Koordinasi dan Persentase Terlaksananya Dukungan Sebesar Kab. Kulon Progo, Persentase
Sinkronisasi Penerbitan | Peningkatan Koordinasi dan 13.27% terhadap Semua Peningkatan
Izin Undian Gratis Pemberdayaan Sosial | Sinkronisasi Penerbitan| Persentase Kecamatan, PENDAPATAN ASLI Pemberdayaa n
1106 02 [2,02 01 |Berhadiah dan Izin Undian Gratis Peningkatan Semua Kelurahan |51,95 % 51,95 % 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 100 % 6.641.600) 6.641.600 DAERAH (PAD) Sosial 51,95 % 18.325.560)
Pengumpulan Uang Berhadiah dan Pemberdayaan Sosial
atau Barang Pengumpulan Uang
atau Barang
1|06 | 02]2,03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 68.101.900 103.937.900 76.555.970
Peningkatan Persentase Meningkatnya Dukungan Sebesar Kab. Kulon Progo, Persentase
1 Potensi | Peningk 1 1 Potensi | 86.72% terhadap Semua Peningkatan
Pekerja Sosial Pemberd: Sosial | Pekerja Sosial Py t: K tan, Pemberd
1006 | 02]203 [or [Pekenasosi emberdayaan Sostal | Pekera Sosia ersentase ecamatan, 51,95 % 51,95 % 45 0rang 450rang 100 % 100 % 8.036.000) 12.992.000| PENDAPATAN ASLI emberdayaan 151 95 % 11.924.000
Masyarakat Masyarakat Peningkatan Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Sosial
Kewenangan Pemberdayaan Sosial
Kabupaten/Kota
Peningkatan Persentase Meningkatnya Dukungan Sebesar Kab. Kulon Progo, Persentase
Kemampuan Potensi | Peningkatan Kapasitas Tenaga 86.72% terhadap Semua Peningkatan
Te Kesejahts Pemberd: Sosial | Kesejaht Sosial P t K itan, Pemberd
1]o6 | 02|203 [oz | 292 Resejanteraan | Femberdayaan Sosial | Kesejanteraan sosial | hersentase ecamatan, 51,95 % 51,95 % 12 Orang 12 Orang 100% 100% 12.404.100 12.404,100 PENDAPATAN ASLI emberdayaan 51,95 9% 18.592.750)
Sosial Kecamatan Kecamatan Peningkatan Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Sosial
Kewenangan Pemberdayaan Sosial
Kabupaten/Kota
Peningkatan Persentase Dukungan Sebesar | Kab. Kulon Progo, Persentase
Kemampuan Potensi | Peningkatan 86.72% terhadap Semua Peningkatan
Sumber Kesejahteraan | Pemberdayaan Sosial Meningkatnya Persentase Kecamatan, Pemberdayaa n
1]os | 02]203 |os4 [Sosial Kelembagaan Kapasitas PSKS Peningkatan Semua Kelurahan |51 g5 o 5195 % iPSKS/ Lem EPSKS/LSW 100% 100% 47.661.800) 78.541.800 ;i“éi’;:’*(l’:'ysu Sosial 5195 % 46.039.220)
i aga aga
Masyarakat Kelembagaan Pemberdayaan Sosial g i
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1|06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.127.387.800 1.127.387.800| 746.375.910
1|06 04 (2,01 i Sosial Dasar Di Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.111.047.800 1.111.047.800 728.401.910
Jumlah Orang yang Dukungan Sebesar
Mendapatkan 97.73% Terhadap
Pemenuhan Persentase Pelayanan
penyedi Persentase Pelayanan | Kebutuhan Dasar Urusan Wajib :ab’ Kulon Progo, PENDAPATAN ASLI Ee‘“e"(aseD
nyediaan i i i m nan r
1fos | oafao1 |or [FEVecia® Dasar Urusan Wajib | Permakanan Sesuai | Bidang Sosial emua 100% 100% 4620rang  |4620rang  [100% 100% 467.340.000 467.340.000 eayanan 2353 100 95 468.074.000
Permakanan Bidang Sosial dengan Standar Gizi Kecamatan, DAERAH (PAD) Urusan Wajib
Minimal Kewenangan Semua Kelurahan Bidang Sosial
Kabupaten/Kota
Persentase Pelayanan |Jumlah Orangyang | Dukungan Sebesar | Kab. Kulon Progo, Persentase
Dasar Urusan Wajib | Mendapatkan Alat  |97.73% Terhadap Semua Pelayanan Dasar
Bidang Sosial Bantu dan Alat Bantu | Persentase Pelayanan |Kecamatan, PENDAPATAN ASLI Urusan Wajib
1|06 04 12,01 03 |Penyediaan Alat Bantu Peraga Sesuai Dasar Urusan Wajib | Semua Kelurahan | 100 % 100 % 300rang 300rang 100 % 100 % 25.695.800) 25.695.800 DAERAH (PAD) Bidang Sosial 100 % 43.605.210)
kebutuhan Bidang Sosial
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pemberian Bimbingan |Persentase Pelayanan |Jumlah Peserta Dukungan Sebesar Kab. Kulon Progo, Persentase
Fisik, Mental, Spiritual, | Dasar Urusan Wajib | Bimbingan Fisik, 97.73% Terhadap Semua Pelayanan Dasar
ial Bi | M |, itual P Pel K Wajil
1]os | 04201 [os [denSosi@ idang Sosia ental, Spiritual dan | Persentase Pefayanan | Kecamatan, 100% 100 % 2500rang  |250Orang 100% 100 % 468.613.000 468.613.000] "ENDAPATAN ASLI Urusan Wajib {0 o, 49.134.500)
Sosial Kewenangan | Dasar Urusan Wajib | Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Bidang Sosial
Kabupaten/Kota Bidang Sosial
Pemberian Bimbingan Jumlah Peserta Dukungan Sebesar
Sosial kepada Keluarga Bimbingan Sosial 97.73% Terhadap
Penyandang Disabilitas kepada Keluarga Persentase Pelayanan
Terlantar, Anak Penyandang Disabilitas| Dasar Urusan Wajib
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Bidang Sosial Kab. Kulon Progo, Persentase
Terlantar, serta Persentase Pelayanan | o |1 | anjut Usia Semua PENDAPATAN ASLI Pelayanan Dasar
1 ! ji N % % K/ .803. .803.. % 483
1|06 04 2,0 06 Gelandangan ;zsaar: Usrz;aanl Wajib Terlantar, serta Kecamatan, 100 % 100 % 250 Orang 250 Orang 100 % 100 % 26.803.300] 26.803.300 DAERAH (PAD) Urusan Wajib 100 % 29.483.000]
Pengemis dan 9 Gelandangan Semua Kelurahan Bidang Sosial
Masyarakat Pengemis dan
Masyarakat
Kewenangan
Kabupaten/Kota




Pemberian Akses ke
Layanan Pendidikan
dan Kesehatan Dasar

Persentase Pelayanan
Dasar Urusan Wajib
Bidang Sosial

Jumlah Orang yang
Mendapatkan Akses ke
Layanan Pendidikan

Dukungan Sebesar
97.73% Terhadap
Persentase Pelayanan

Kab. Kulon Progo,
Semua
Kecamatan,

Persentase
Pelayanan Dasar
Urusan Wajib

06 04 (2,01 08 dan Kesehatan Dasar |Dasar Urusan Wajib | Semua Kelurahan | 100 % 100 % 24 Orang 24 Orang 100 % 100 % 12.340.000] 12.340.000 ;EA’\:E[:::A:PA:\;;SLI Bidang Sosial 100 % 13.574.000]
Kewenangan Bidang Sosial
Kabupaten/Kota
Persentase Pelayanan |Jumlah Orang yang | Dukungan Sebesar Kab. Kulon Progo, Persentase
Dasar Urusan Wajib | Mendapatkan 97.73% Terhadap Semua Pelayanan Dasar
i Bid Sosial Pel; Ked 1¢ P tase Pel Ke tan, V] Wajib
06 04 [2,01 10 Pemberian Layanan idang Sosia elayanan Kedaruratan |Persentase Pel aya?an ecamatan, 100 % 100% 240rang 240rang 100% 100% 15.855.700 15.855.700 PENDAPATAN ASLI ‘rusan a!\ 100% 20.687.200)
Kedaruratan Kewenangan Dasar Urusan Wajib | Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Bidang Sosial
Kabupaten/Kota Bidang Sosial
Persentase Pelayanan |Jumlah Orang Dukungan Sebesar Semua Kab/Kota, Persentase
Dasar Urusan Wajib | Mendapatkan Layanan |97.73% Terhadap Semua Pelayanan Dasar
i Bidk Sosial Rujukan Ke P tase Pel K tan, U Wajib
06 | 04201 |1z [PemberianLayanan - Bidang Sosia wukan Rewenangan [ Fersentase Pefayanan | fecamatan, 100% 100% 1200rang  |1200rang  [100% 100% 94.400.000) 94.400.000| PENDAPATAN ASLI rusan Wajl 100% 103.844.000
Rujukan Kabupaten/Kota Dasar Urusan Wajib | Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Bidang Sosial
Bidang Sosial
06 04 2,02 i Sosial Masalah ji Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 16.340.000 16.340.000] 17.974.000
Kerja Sama antar Jumlah Dokumen Hasil | Dukungan Sebesar Kab. Kulon Progo, Persentase
Lembaga dan Koordinasi dan Kerja |2.26% Terhadap Semua Pelayanan Dasar
Kemitraan dalam Sama antar Lembaga |Persentase Pelayanan |Kecamatan, Urusan Wajib
Persentase Pelayanan ) " PENDAPATAN ASLI N i
06 | 04[202 |14 |Pelaksanaan Dasar Urusan Wajib | 92" Kemitraan dalam | Dasar Urusan Wajib | Semua Kelurahan | 10 o 100 % 5Dokumen  |5Dokumen  |100% 100 % 16.340.000) 16.340.000 Bidang Sosial 109 ¢ 17.974.000
Rehabilitasi Sosial Bidang Sosial Pelaksanaan Bidang Sosial DAERAH (PAD)
Kabupaten/Kota Rehabilitasi Sosial
Kabupaten/Kota
06 | 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 13.339.107.400 13.444.907.400 13,136,629,161
06 05 (2,02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 13.339.107.400 13.444.907.400| 13,136,629,161
Pendataan Fakir Miskin Jumlah Fakir Miskin | Dukungan Sebesar Kab. Kulon Progo,
Cakupan Daerah s Cakupan Daerah 100% Terhadap Semua 18400 R 18400 R PENDAPATAN ASLI Persentase
06 | 05202 [o1 |Kabupaten/kota ersentase | cahupaten/Kotayang | Persentase Kecamatan, 3284% 32,84% um “M - 1100% 100% 202.852.500) 204.152.500) Perlindungan  [32:84% 247:391.100)
Perlindungan Sosial . . - ah Tangga ah Tangga DAERAH (PAD) .
Didata Perlindungan Sosial Semua Kelurahan Sosial
Pengelolaan Data Fakir Jumlah Keluargayang | Dukungan Sebesar Kab. Kulon Progo,
Miskin Cakupan s Mendapatkan 100% Terhadap Semua 40000 Kel 40000 Kel PENDAPATAN ASLI Persentase
06 | 05]202 |02 |paerah perﬁegtase cosial | Pengentasan Fakir |persentase Kecamatan, 32,84% 32,84% elua e 00% 100% 159.812.400) 159g12400| 0 Perlindungan  |32,84% 200.483.800)
Kabupaten/Kota erindungan >osia Miskin Perlindungan Sosial Semua Kelurahan rga rga ( ) Sosial
Kabupaten/Kota
Jumlah Keluarga Dukungan Sebesar Kab. Kulon Progo,
Penerima Manfaat 100% Terhadap Semua
Fasilitasi Bantuan Persentase (KPM) yang Per%emase Kecamatan, PENDAPATAN ASLI Persentase
06 | 05202 |03 |sosial Kesejahteraan ° _ [Mendapatkan Bantuan |Perfindungan Sosial | Semua Kelurahan |35 ¢4 of 32,84% 4400 KPM 5024 KPM 100% 100% 12.976.442.500) 13.080.942.500 Perlindungan  [32:84% 12.688.754.261
Perlindungan Sosial Sosial Kesejahteraan DAERAH (PAD) )
Keluarga el P Sosial
eluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
06 | 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 136.395.600) 136.395.600] 153.376.300)
06 06 (2,01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 30.039.600 30.039.600 33.044.000
Jumlah Orang yang | Dukungan Sebesar  [Kab. Kulon Progo, Persentase
Mendapatkan 21.54% Terhadap Semua Pelayanan Dasar
Permakanan 3x1 Hari |Persentase Pelayanan |Kecamatan, Urusan Wajib
Persentase Pelayanan » PENDAPATAN ASLI ) .
06 | 062,01 |01 |Penyediaan Makanan | Dasar Urusan wajib [ 92/2m Masa Tanggap [ Dasar Urusan Wajib | Semua Kelurahan |44 o 100% 190 KK 190 KK 100% 100% 30.039.600) 30.039.600 Bidang Sosial 14009, 33.044.000
Bidang Sosial Darurat (Pengungsian) |Bidang Sosial DAERAH (PAD)
Kewenangan
Kabupaten/Kota
06 | 062,02 y Terhadap Bencana Kal /K 106.356.000) 106.356.000] 120.332.300|
Koordinasi, Sosialisasi Jumlah Kampung yang [ Dukungan Kab. Kulon Progo, Persentase
dan Pelaksanaan Melaksanakan Sebesar78.45% Semua Pelayanan Dasar
Kampung Siaga Koordinasi, Sosialisasi | Terhadap Persentase |Kecamatan, Urusan Wajib
Bencana Persentase Pelayanan | dan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Semua Kelurahan PENDAPATAN ASLI Bidang Sosial
06 06 [2,02 01 Dasar Urusan Wajib [ Kampung Siaga Urusan Wajib Bidang 100 % 100 % 12 Kampung |12 Kampung |100 % 100 % 13.739.000] 13.739.000 DAERAH (PAD) 100 % 15.860.900|
Bidang Sosial Bencana Kewenangan |Sosial
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang Dukungan Kab. Kulon Progo, Persentase
Melaksanakan Sebesar78.45% Semua Pelayanan Dasar
Koordinasi, Sosialisasi | Terhadap Persentase |Kecamatan, Urusan Wajib
Koordinasi, Sosialisasi | Persentase Pelayanan | dan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Semua Kelurahan PENDAPATAN ASLI Bidang Sosial
06 06 2,02 02 |dan Pelaksanaan Dasar Urusan Wajib | Taruna Siaga Bencana | Urusan Wajib Bidang 100 % 100 % 100 Orang 100 Orang 100 % 100 % 92.617.000| 92.617.000 DAERAH (PAD) 100 % 104.471.400]
Taruna Siaga Bencana | Bidang Sosial Kewenangan Sosial
Kabupaten/Kota
06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 41.340.800) 41.340.800 45.474.000|
06 | 07 (2,01 il Taman Makam Nasional /Kot 41.340.800| 41.340.800| 45.474.000
Pemeliharaan Taman | Persentase Cakupan |Terlaksananya Dukungan Sebesar Kab. Kulon Progo, Persentase
Makam Pahl. Taman Taman |100% terhadap Semua Cakupan
Nasional Makam Pahlawan Makam Pahlawan Persentase Cakupan | Kecamatan, PENDAPATAN ASLI Pemeliharaan
06 | 07 (2,01 02 [Kabupaten/Kota Nasional Kabupaten | Pemeliharaan Taman | Semua Kelurahan | 100 % 100 % 1Makam 1Makam 100 % 100 % 41.340.800| 41.340.800| DAERAH (PAD) Taman Makam 100 % 45.474.000|

Makam Pahlawan

Pahlawan




2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 |08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 863.210.000| 874.135.000| 499.555.870)
2 |08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 162.137.900) 162.137.900 72.657.970
2|08 | 022,03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan berd. Ki 162.137.900| 162.137.900) 72.657.970
Peningkatan Kapasitas | Persentase Jumlah sumber Daya | Dukungan Sebesar Kab. Kulon Progo, Persentase
Sumber Daya Lembaga | peningkatan Lembaga Penyedia [ 100% Terhadap Semua peningkatan
Penyedia Layanan pemberdayaan Layanan Persentase Kecamatan, pemberdayaa n
Pemberdayaan perempuan dan Pemberdayaan Peningkatan Semua Kelurahan PENDAPATAN ASLI perempuan dan
208 | 02203 |02 [perempuan pengarusutamaan Perempuan Pemberdayaan 58,26 % 58,26 % 90 Orang 90 Orang 100 % 100 % 21.649.600) 21640.600( o At (PAD) pengarusuta 58,26 % 24.103.200)
Kewenangan gender Kewenangan Perempuan dan maan gender
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang |Pengarustamaan
Mendapat Peningkatan | Gender
Kapasitas
Pengembangan Persentase Jumlah Dokumen Dukungan Sebesar Kab. Kulon Progo, Persentase
Komunikasi, Informasi | peningkatan Komunikasi Informasi | 100% Terhadap Semua peningkatan
dan Edukasi (KIE) pemberdayaan dan Edukasi (KIE) Persentase Kecamatan, pemberdayaa n
208 | 02]203 |03 Ee"‘be'dayaa" perempuan dan Ee"‘be'dayaa" ie”‘zgks‘a" Semua Kelurahan | 5g 56 o 58,26 % 4Dokumen |4 Dokumen  |100% 100% 140.488.300) 140,488,300 ;i\ii/;:A(T;:ZNDTSU perempuan dan | g 56 o, 48.554.770)
erempuan pengarusutamaan erempuan emberdayaan pengarusuta
Kewenangan gender Kewenangan Perempuan dan maan gender
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kotayang | Pengarustamaan
Tersedia Gender
2 |08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 474.848.503 485.773.500 149.270.000|
2|08 | 032,01 P Terhadap p Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 124.327.000 124.327.000 149.270.000|
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil
Sinkronisasi Koordinasi dan
Pelaksanaan Kebijakan, Sinkronisasi
Program dan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, | Dukungan Sebesar
. Kab. Kulon Progo,
Pencegahan Kekerasan | persentase Program dan Kegiatan | 100% Terhadap S PENDAPATAN ASLI Persentase
2108 | 03201 |01 |Terhadap Perempuan |Pperlindungan Pencegahan Kekerasan | persentase Kem”a " 99,99 % 99,99 % 3 Dokumen 3 Dokumen 100 % 100 % 124.327.000} 124.327.000 DAERAH (PAD Perlindungan 99,99 % 149.270.000
Lingkup Daerah Perempuan Terhadap Perempuan |Pperlindungan ecamatan, (PAD) Perempuan
Semua Kelurahan
Kabupaten/Kota Kewenangan Perempuan
Kabupaten/Kota
2|08 | 032,02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi p Korban yang i /Kota 350.521.500 361.446.500 0]
Koordinasi dan Jumlah Layanan Tindak | Dukungan Sebesar Kab. Kulon Progo,
Sinkronisasi Lanjut Pengaduan 100% Terhadap Semua
Pelaksanaan yang Memerlukan Persentase Kecamatan,
Penyediaan Layanan | Persentase Koordinasi dan Perlindungan Semua Kelurahan PENDAPATAN ASLI Persentase
2 |08 03 |2,02 02 i i i |Perlindungan i isasi i 99,99 % 99,99 % 2 Layanan 2 Layanan 100 % 100 % 350.521.500 361.446.500 Perlindungan 99,99 % 0]
Rujukan Lanjutan bagi 9 Sinkronisasi bagi Perempuan l: ys DAERAH (PAD) 9
Perempuan Korban [ Perempuan Perempuan Korban Perempuan
Kekerasan Kekerasan
Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2 |08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 49.740.000| 49.740.000 63.448.000
2 |08 05 |2,01 Analisis dan yajian Data Gender dan Anak Dalam Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 49.740.000) 49.740.000 63.448.000
Persentase Jumlah Dokumen Data | Dukungan Sebesar Kab. Kulon Progo, Persentase
Peningkatan Gender dan Anak 100% terhadap Semua Peningkatan
P di Data Kabupaten/Kota yang |Persentase Kecamatan, Pemberdayaa n
2[os | 05201 [o1 Ee”de' dan Anakdi. fperempuan dan Tersedia Pe”‘zgkz‘a" Semua Kelurahan f 5g 56 o, 58,26 % 1Dokumen | 1Dokumen [100% 100% 5.269.400) 5.269.400 ;iﬁi:A&ND?SU Perempuan dan 58 5 o, 13.407.570)
ewenangan Pengarustamaan Pemberdayaan Pengarustama an
Kabupaten/Kota Gender Perempuan dan Gender
Pengarustamaan
Gender
Penyajian dan Persentase Jumlah Dokumen Dukungan Sebesar Kab. Kulon Progo, Persentase
Pemanfaatan Data Peningkatan Penyajian dan 100% terhadap Semua Peningkatan
Gender dan Anak Pemberdayaan Pemanfaatan Data Persentase Kecamatan, Pemberdayaa n
2 [08 | 05201 |02 [dalam Kelembagaan | Perempuan dan Gender dan Anak Peningkatan Semua Kelurahan | 5g 6 o, 58,26 % 6Dokumen | 6Dokumen |100% 100 % 44.470.600) 44.470,600| FENDAPATAN ASLI Perempuan dan g 56 o, 50.040.430
Data di Kewenangan | Pengarustamaan dalam Kelembagaan | Pemberdayaan DAERAH (PAD) Pengarustama an
Kabupaten/Kota Gender Data di Kewenangan | Perempuan dan Gender
Kabupaten/Kota Pengarustamaan
Gender
2 |08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 176.483.600) 176.483.600 214.179.900
2|08 | 062,01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 176.483.600) 176.483.600] 214.179.900
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil | Dukungan Sebesar | Kab. Kulon Progo,
Sinkronisasi Koordinasi dan 100% Terhadap Semua
Pelembagaan Sinkronisasi Persentase Kecamatan, Persentase
P t: PENDAPATAN ASLI
208 | 06201 |02 [pemenuhan Hak Anak [/ o Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak |Semua Kelurahan |15,52 % 1552% 9Dokumen | 9 Dokumen [100% 100 % 176.483.600) 176.483.600 Pemenuhan Hak | 1552 % 214.179.900)
K Pemenuhan Hak Anak P han Hak Anak DAERAH (PAD) Anak
ewenangan emenuhan Hak Ana
Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota
TOTAL] 18.615.476.984] 18.950.005.640 18,188,858,259|




Tabel 3.4 :

Belanja Bantuan Hibah Bansos
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

Kebutuhan Dana/Pagu

No Uraian OPD Indikatif (Rp 000) Keterangan
1 |Bantuan kecelakaan kerja bagi penderes kelapa Dinas Sosial PPPA 325.000.000
- Korban meninggal sejumlah 10 orang @Rp.5.000.000,-
- Korban cacat berat sejumlah 14 orang @Rp.15.000.000,-
- Korban cacat ringan sejumlah 13 orang @Rp.5.000.000,-
2 |Bantuan Pangan Non Tunai Dinas Sosial PPPA 10.560.000.000
3 |Pemberian bantuan sosial anak balita terlantar sejumlah 100 anak @ Rp.1.000.000 Dinas Sosial PPPA 100.000.000
4 |Pemberian bantuan sosial bagi panti asuhan dan panti jompo sejumlah 27 panti Dinas Sosial PPPA 362.500.000
5 |Pemberian bantuan sosial pelayanan psikotik sejumlah 24 orang @ Rp. 500.000,- Dinas Sosial PPPA 12.000.000

Jumlah

11.359.500.000




BUPATI KULON PROGO

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 335/C/ 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

Menimbang

ANGGARAN 2023

BUPATI KULON PROGO,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon

Progo Nomor 64 Tahun 2023 telah ditetapkan
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan

Bupati;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari
Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di
Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun

2023;



Menetapkan
KESATU

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerabh;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2005-2025;

12. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo
Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun
2023;

MEMUTUSKAN :

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Bupati ini.



KEDUA

KETIGA

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun

Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU memuat:

a.Pendahuluan;

b.Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun
berkenaan;

c.Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
dan

d.Penutup.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon

Progo;

2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kulon Progo.
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

_ags_
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